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 ABSTRAK 

Kejahatan merupakan salahn satu fenomenau yangn adau din tengahn masyarakatn 

Indonesia, Tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan atau jugau biasau 

disebutn dengan curatn olehn pihakn kepolisian. Tindakn pidanau inin diatur 

dalamn Pasal 363 Kitab Undang-Undangn Hukumn Pidanau (KUHP) Tindakn 

pidanau inin berbedau dengan pencurian biasau yangn diatur dalamn Pasal 362 

KUHP. Polresn Wonogirin merupakan Kesatuan Polisin yangn memilikin 

wewenangn dan menegakan hukumn din Wilayahn Hukumn Kabupaten Wonogiri. 

Termasukn didalamnyau adalahn melakukan penanganan dan pengakan hukumn 

atasn tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan yangn terjadin din Kabupaten 

Wonogiri. Tindakn pidanau pencurian dengan unsur-unsur yangn memberatkan 

atau yangn din dalamn doktrin disebutn jugau gequalificieerde diestal atau 

pencurian dengan kualifikasin olehn pembentukn undang-undangn telahn diatur 

dalamn Pasal 363 KUHP. Polresn Wonogirin melakukan upaya-upayau penegakan 

hukumn mulain darin upayau re-emitif, upayau preventif dan jugau upayau represif 

sebagain bentukn penegakan hukumn terhadapn tindakn pidanau pencurian dengan 

pemberatan. Penegakan hukumn merupakan upayau untukn menerapkan ketentuan-

ketentuan hukumn gunau menciptakan keteraturan din masyarakat. Penegakan 

hukumn dapatn dilakukan baikn secarau preventif maupun represif. Penegakan 

hukumn secarau preventif inin dilakukan dengan maksud untukn mencegahn 

terjadinyau suatu tindakn kejahatan. Upayau inin sangatn diutamakan karenau 

upayau inin tidakn hanyau dapatn dilakukan olehn aparatn penegakn saja, 

melainkan jugau dapatn dilakukan olehn masyarakatn secarau umum. Masalah-

masalahn pokokn daripadau penegakan hukumn sebenarnyau terletakn padau 

faktor-faktor yangn mungkin mempengaruhinya. 

 

ABSTRACT 

Crime isn one of the phenomenau thatn existn in Indonesian society, the crime of 

theftn by weightingn or alson commonly referred ton asn curatn by the police. Thisn 

crime isn regulated in Article 363 of the Criminal Code (KUHP). Thisn crime isn 

differentn fromn ordinary theftn whichn isn regulated in Article 362 of the Criminal 

Code. Wonogirin Polresn isn au Police Unitn thatn hasn authority and enforcesn 

the law in the Wonogirin Regency Legal Area. Thisn includesn handlingn and legal 

enforcementn of criminal actsn of theftn withn weightingn thatn occurred in 

Wonogirin Regency. The crime of theftn withn aggravatingn elementsn or whatn in 

doctrine isn alson called gequalificieerde distal or theftn withn qualificationsn by 

legislatorsn hasn been regulated in Article 363 of the Criminal Code. The 

Wonogirin Police have made effortsn ton enforce the law startingn fromn re-

emittingn and preventive effortsn and repressive effortsn asn au formn of law 

enforcementn againstn the crime of theftn by weighting. Law enforcementn isn an 

Katau Kunci: Tindakn Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Penegakan 

Hukum 
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attemptn ton apply legal provisionsn ton create order in society. Law enforcementn 

can be done bothn preventively and repressively. Preventive law enforcementn isn 

carried outn withn ton preventn thisn fromn occurring. Thisn effortn isn highly 

prioritized because thisn effortn can notn only be carried outn by law enforcementn 

officials, butn alson by the community in general. The main problemsn are other 

than law enforcementn factorsn thatn mightn influence it. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salahn satu tindakn pidanau yangn marakn terjadin din tengah-tengahn 

masyarakatn adalahn tindakn pidanau pencurian. Tindakn pidanau pencurian 

adalahn kejahatan yangn umumn terjadin ditengah-tengahn masyarakatn dan 

dapatn dikatakan palingn meresahkan masyarakat. Kekawatiran atasn pencurian 

menyebabkan setiapn orangn melakukan segalau upayau agar terhindarin darin 

pencurian, yangn dapatn dilakukan dengan menyembunyikan barangbarangn 

yangn berkemungkinan untukn dicuri, dan jugau dapatn dilakukan dengan 

memasangn pengamanan terhadapn tempatn penyimpanan barangn (uang) atau 

tempatn kediaman, sepertin memasangn alatn penguncin yangn sulitn dirusakn 

olehn pencuri. Hal tersebutn seringn jugau tidakn berhasil karenau pencurin 

telahn mempelajarin berbagain teknikn agar dapatn melakukan aksinyau dengan 

berhasil padau berbagain kondisin yangn palingn sulitn pun. 

Banyakn orangn ditengah-tengahn masyarakatn yangn kegiatan 

utamanyau adalahn sebagain pencuri, bahkan merekau seringn membentukn 

kelompokn dan hanyau merekau sendirin yangn salingn mengetahuin sebagain 

sesamau pencurin (penjahat). Bagin merekau mencurin adalahn „profesi‟, 

sehinggau adau istilahn pencurin spesialisn motor, spesialisn toko, spesialisn 

rumahn dan lain sebagainya. Merekau memenuhin kebutuhan hidupn sehari-

harin darin kegiatan mencurin sehinggau sangatn merugikan bagin masyarakatn 

umum, dan sebagian besar darin merekau memangn tidakn mempunyain sumber 

matau pencaharian lain kecualin darin kegiatan mencuri. Pencurian yangn 

disertain dengan kekerasan melaluin ancaman kekerasan, misalnyau memukul 

sin korban dengan mengikatnyau ataupun menodongn merekau supayau 

merekau diamn dan tidakn bergerak. Melihatn keadaan masyarakatn yangn 

sekarangn sangatn memungkinkan seseorangn mencarin jalan pintasn 

melakukan pencurian, terlebihn lagin dengan menggunakan kekerasan yangn 

sepertin ini.  

Darin mediau massau maupun mediau elektronikn yangn menunjukkan 

bahwau seringn terjadin pencurian melaluin kekerasan yangn dilatarbelakangin 

olehn ekonomi, sehinggau masyarakatn secarau keseluruhan dengan aparatn 

penegakn hukumn wajib menanggulangin kejahatan pencurian kekerasan 

sejauhn mungkin. Terakhir inin muncul istilahn begal untukn menyebutn 

kejahatan yangn dilakukan dengan kekerasan. Tindakn pidanau pencurian 

dalamn undang-undangn dikelompokkan atasn pencurian biasa, pencurian 

dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. 

Keempatn jenisn pencurian tersebutn makau bentukn yangn palingn meresahkan 

adalahn pencurian dengan kekerasan, karenau bentukn pencurian tersebutn 

Keyword: Criminal Acts, Theftn withn Weights, Law Enforcement 
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tidakn hanyau menyebabkan kerugian terhadapn barangn tetapin jugau dapatn 

menyebabkan luka, cacatn atau bahkan kematian bagin korban. 

Berbicarau mengenain penegakan hukum, makau tentu adau yangn 

menegakkan hukum, yaitu penegakn hukum. Setiapn penegakn hukumn 

mempunyain kedudukan dan peranannyau masing-masing. Salahn satunyau 

adalahn Polrin yangn merupakan alatn negarau berperan dalamn pemeliharaan 

keamanan jugau ketertiban masyarakat, dalamn penegakan hukum, 

perlindungan, dan pengayoman, sertau pelayanan kepadau masyarakatn dalamn 

memberikan keamanan dalamn negeri. 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakangn din atas, untukn mempermudahn pemahaman 

dalamn pembahasan permasalahan yangn akan diteliti, makau dapatn 

dirumuskan permasalahan sebagain berikut:  

1. Bagaimanau Penanganan dan Penegakan Hukumn Tindakn Pidanau 

Pencurian Dengan Pemberatan din Polresn Wonogiri? 

2. Bagaimanau Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukumn Tindakn 

Pidanau Pencurian Dengan Pemberatan din Polresn Wonogiri? 

 

3. METODE 

Penelitian Hukumn Empirisn adalahn suatu metode penelitian hukumn yangn 

menggunakan fakta-faktau empirisn yangn diambil darin perilaku manusia, 

baikn perilaku verbal yangn didapatn darin wawancarau maupun perilaku nyatau 

yangn dilakukan melaluin pengamatan langsung. Penelitian empirisn jugau 

digunakan untukn mengamatin hasil darin perilaku manusiau yangn berupau 

peninggalan fisikn maupun arsip.1 

Dalamn Penelitian ini, sifatn penelitian yangn akan dilakukan penulisn 

adalahn penelitian deskriptif. Menurutn Sukmadinata, penelitian deskriptif 

adalahn suatu bentukn penelitian yangn ditujukan untukn mendeskripsikan 

fenomena-fenomenau yangn ada, baikn fenomenau alamiahn maupun 

fenomenau buatan manusia. fenomenau itu bisau berupau bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antarau 

fenomenau yangn satu dengan fenomenau lainnya.2 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penanganan dan Penegakan Hukumn Tindakn Pidanau Pencurian 

Dengan Pemberatan din Polresn Wonogiri 

Kejahatan merupakan salahn satu fenomenau yangn adau din tengahn 

masyarakatn Indonesia, Tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan atau 

jugau biasau disebutn dengan curatn olehn pihakn kepolisian. Tindakn 

pidanau inin diatur dalamn Pasal 363 Kitab Undang-Undangn Hukumn 

 
1 Muktin Fajar dan Yulianton Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukumn Empirisn & Normatif, 

Pustakau Pelajar, Hal.280 
2 Anonim, Penelitian Hukumn Dikelompokkan Berdasar Sifatn dan Fokusn Kajian, Dalamn 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ , Minggu, 

29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB. 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/
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Pidanau (KUHP). Tindakn pidanau inin berbedau dengan pencurian biasau 

yangn diatur dalamn Pasal 362 KUHP. 

Polresn Wonogirin merupakan Kesatuan Polisin yangn memilikin 

wewenangn dan menegakan hukumn din Wilayahn Hukumn Kabupaten 

Wonogiri. Termasukn didalamnyau adalahn melakukan penanganan dan 

pengakan hukumn atasn tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan 

yangn terjadin din Kabupaten Wonogiri. Tindakn pidanau pencurian dengan 

unsur-unsur yangn memberatkan atau yangn din dalamn doktrin disebutn 

jugau gequalificieerde diestal atau pencurian dengan kualifikasin olehn 

pembentukn undang-undangn telahn diatur dalamn Pasal 363 KUHP.3 

Berdasaran rumusan yangn teradapatn dalamn Pasal 363 KUHP, makau 

unsur-unsur tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan adalah:4  

1. Unsur-unsur pencurian dalamn Pasal 362 KUHP. 

2. Unsur-unsur yangn memberatkan dalamn Pasal 363 KUHPN meliputi: 

a. Pencurian ternakn (Pasal 363 ayatn (1) ke-1 KUHP); 

b. Pencurian padau waktu adau kebakaran, peletusan, gempau bumi. 

Peletusan gunungn api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan keretau 

api, hura-hara, pemberontakan, atau bahayau perangn (Pasal 363 ayatn (1) 

ke-2 KUHP); 

c. Pencurian din waktu malamn dalamn sebuahn rumahn atau pekarangan 

tertutupn yangn adau dirumahnya, yangn dilakukan olehn orangn yangn 

adau din situ tidakn din ketahuin olehn yangn berhakn (Pasal 363 ayatn (1) 

ke-3 KUHP); 

d. Pencurian yangn dilakukan olehn duau orangn atau secarau Bersama-

samau yangn bersekutu (Pasal 363 ayatn (1) ke-4 KUHP); 

e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainyau (Pasal 

363 ayatn (1) ke-5 KUHP). 

Padau dasarnyau pencurian dengan pemberatan padau umumnyau 

dilakukan ketikau malamn harin dengan carau merusakn jalan atau 

setidaknyau melewatin jalan yangn bukan semestinyau dilewatin olehn 

manusiau padau umumnya, sebagain contohn AU melakukan pencurian 

dengan carau melompatn pagar dan merusakn jendela. Hal inin tentu 

menjadin buktin kuatn bagin AU telahn melakukan pencurian dengan 

pemberatan. 

Polresn Wonogirin melakukan upaya-upayau penegakan hukumn 

mulain darin upayau re-emitif, upayau preventif dan jugau upayau represif 

sebagain bentukn penegakan hukumn terhadapn tindakn pidanau pencurian 

dengan pemberatan, antarau lain: 

1. Upayau Pre-Emtif 
Yangn dimaksud dengan upayau Pre-Emtif adalahn upaya-upayau 

yangn dilakukan olehn pihakn kepolisian untukn mencegahn terjadinyau 

tindakn pidana. Usaha-usahau yangn dilakukan dalamn penanggulangan 

kejahatan secarau Pre-Emtif adalahn menanamkan nilai-nial, norma-

normau yangn baikn sehinggau norma-normau tersebutn terinternalisasin 

 
3 P.A.F Lamintangn & Theon Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadapn Hartau Kekayaan, Jakarta: 

Sinar Grafika, Hal. 34 
4 Ibid, Hal. 38-42 
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dalamn dirin seseorang. Meskipun adau kesempatan untukn melakukan 

kejahatan tapin tidakn adau niatnyau untukn melakukan hal tersebutn 

makau tidakn akan terjadin kejahatan. Jadin dalamn usahau Pre-Emtif 

faktor niatn akan menjadin hilangn meskipun adau kesempatan.  

Upayau Pre-emtif inin bentuknyau penyuluhan hukumn yangn 

jugau melibatkan tokoh-tokohn agamau setempatn baikn terkaitn dengan 

nilain agamau ataupun jugau peraturan-peraturan yangn berlaku padau 

saatn sekarang. Sebagain contohn adalahn penyuluhan hukumn tentangn 

pentingnyau kelengkapan kendaraan, Penyediaan Tempatn parkir yangn 

aman, sampain kepadau piketn penjagaan din tempatn tertentu. 

2. Upayau preventif 
Upayau preventif atau bisau jugau disebutn sebagain upayau 

pencegahan yangn dilakukan olehn pihakn Kepolisian Resor Bantul adalahn 

sebagain berikut: 
a. Patrolin Padu, inin merupakan bentukn kegiatan berupau menyisir daerah-

daerahn yangn termasukn wilayahn Kabupaten Wonogirin yangn 

dilakukan olehn petugasn Polresn Wonogirin bersamau dengan 

masyarakatn sekitar. 

b. Melakukan sosialisasin kepadau masyarakat. 

c. Memberikan himbauan-himbauan kepadau masyarkatn agar senantiasau 

berhati-hati. 

3. Upaya-upayau bersifatn represif yangn dilakukan olehn pihakn Kepolisian 

Resor Wonogirin adalahn sebagain berikut: 
a. Melakukan tahapn penyelidikan dan penyidikan sebagaimanau yangn 

diatur dalamn KUHAP. 
b. Melakukan operasin din wilayah-wilayahn yangn marakn terjadin tindakn 

pidanau pencurian dengan pemberatan. 
Upaya-upayau yangn dilakukan didasarin dolehn beberapau peraturan 

perundang-undangan sepertin dalamn Pasal 15 Ayatn (1) UU tentangn 

Kepolisian Negarau Republikn Indonesia. 
 

B. Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukumn Tindakn Pidanau 

Pencurian Dengan Pemberatan din Polresn Wonogiri 

Penegakan hukumn merupakan upayau untukn menerapkan ketentuan-

ketentuan hukumn gunau menciptakan keteraturan din masyarakat. 

Penegakan hukumn dapatn dilakukan baikn secarau preventif maupun 

represif. Penegakan hukumn secarau preventif inin dilakukan dengan maksud 

untukn mencegahn terjadinyau suatu tindakn kejahatan. Upayau inin sangatn 

diutamakan karenau upayau inin tidakn hanyau dapatn dilakukan olehn 

aparatn penegakn saja, melainkan jugau dapatn dilakukan olehn masyarakatn 

secarau umum. Masalah-masalahn pokokn daripadau penegakan hukumn 

sebenarnyau terletakn padau faktor-faktor yangn mungkin 

mempengaruhinya. 

Penegakan hukumn terhadapn pelaku tindakn pidanau pencurian 

dengan kekerasan adalahn tugasn kepolisian, khususnyau dalamn 

mengungkapn kasus-kasusn yangn dilakukan secarau terencanau olehn padau 

tersangka. Dengan tingkatn profesionalismenyau yangn tinggin dan 
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jaringannyau yangn relatif luas, makau diharapkan kepolisian dapatn 

mengungkapn kasusn pencurian dengan kekerasan hinggau menangkapn dan 

memidanakan pelakunya. Tetapin faktau menunjukkan bahwau kepolisian 

belumn sepenuhnyau dapatn berperan melakukan fungsin penegakan hukumn 

din tengah-tengahn masyarakat, khususnyau penegakan hukumn terhadapn 

pelaku pencurian dengan kekerasan. 

Hal inin dapatn dilihatn bahwau masihn terdapatn beberapau kasusn 

pencurian dengan kekerasan yangn tidakn dapatn ditindaklanjutin dengan 

berbagain alasan, sehinggau pelakunyau tetapn bebasn berkeliaran 

mengulangin aksinyau kepadau korban yangn berbeda. Masihn kurangn 

maksimumnyau peran kepolisian dalamn penegakan hukumn terhadapn 

tindakn pidanau pencurian dengan kekerasan disebabkan adanyau sejumlahn 

faktor kendalau yangn dihadapi. 

Berdasarkan Keterangan Dian Purwanto, S.H. selaku Kaurmintu Satuan 

Reskrimn Polresn Wonogirin menjelaskan bahwau padau dasarnyau faktor-

faktor penghambatn dalamn penegakan tindakn pidanau pencurian dengan 

pemberatan yangn adau din Polresn Wonogirin antarau lain: 

1. Faktor Personil Penegakn Hukum 

Padau dasarnyau penegakan hukumn diperlukan personil yangn 

cukupn agar kinerjau dan penegakan hukumn lebihn maksimal, salahn satu 

faktor yangn menghambatn penegakan hukumn tindakn pidanau pencurian 

dengan pemberatan din Polresn Wonogirin adalahn kurangnyau personil 

yangn menanganin tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan, 

personil yangn terbatasn dan tidakn memilikin jumlahn ideal tentu sangatn 

berpengaruhn terhadapn tegaknyau suatu hukum, karenau kurangnyau 

personil penindakan hukumn tentu akan lebihn lamau dan memakan 

waktu, sedangkan kejahatan akan terusn terjadin tanpau menunggu kasusn 

yangn sebelumnyau selesain terlebihn dahulu, sehinggau penegakan 

hukumn menjadin tidakn maksimal. 

2. Faktor Geografisn Lingkupn Wonogiri 

Selain kurangnyau personil dalamn menindakn tindakn pidanau 

pencurian, letakn geografisn Wonogirin yangn cukupn luasn menjadin 

tantangan tersendirin bagin Polresn Wonogiri. Karenau cangkupan 

lingkupn Wonogirin yangn luas, tentu kekurangan personil menjadikan 

geografisn Wonogirin faktor penghambatn dalamn penegakan hukumn 

tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan, meskipun Polresn 

Wonogirin dibantu Polsek-Polsekn yangn adau padau Sektor Kecamatan, 

namun personil din Polsekn jugau kurangn mencukupin untukn membantu 

penanganan ini, sehingau menjadikan permasalahan terhadapn penegakan 

hukum. 

 

4. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Penanganan dan Penegakan Hukumn Tindakn Pidanau Pencurian Dengan 

Pembaratan din Polresn Wonogirin – Penegakan hukumn didasarkan 

padau upaya-upayau yangn dilakukan olehn Polresn Wonogirin gunau 

menanganin sertau mencegahn terjadinyau tindakn pidanau Pencurian 
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dengan Pemberatan. Upayau yangn dilakukan dimulain darin upayau 

pencegahan yaitu upayau pre-emtif dengan carau melakukan penyuluhan 

kepadau masyarakat, kemudian dilakukan upayau selanjutnyau yaitu 

upayau preventif gunau sebagain pencegahan, sepertin patrol padu, 

sosialisasin sebagain tindakn lanjutn darin penyuluhan padau upayau pre-

emtif dan jugau memberikan himbauan kepadau masyarakatn agar 

senantiasau berhati-hati. Kemudian untukn upayau Represif sebagain 

tindakan terhadapn terjadinyau kasusn pencurian dengan pemberatan, 

yaitu dengan dimulain darin adanyau aduan darin masyarakat, yangn 

kemudian dilakukan tindakn lanjutn dengan penyelidikan dan penyidikan 

terhadapn aduan masyarakatn tersebut, dengan begitu tindakn pidanau 

dapatn melaluin prosesn hukumn yangn baikn dan benar sehinggau dapatn 

lanjutn ke pelimpahan berkasn ke Kejaksaan yangn selanjutnyau akan 

dilakukan persidangan gunau menentukan ancaman pidanau bagin pelaku 

pencurian. Upaya-upayau tersebutn merupakan bentukn pelaksanaan darin 

Pasal 15 Ayatn (1) UU tentangn Kepolisian Negarau Republikn Indonesia. 

b. Faktor Penghambatn dalamn Penanganan dan Penegakan Hukumn 

Tindakn Pidanau Pencurian Dengan Pemberatan din Polresn Wonogirin – 

Hambatan tentu selalu adau dalamn penegakan hukum, samau halnyau 

terjadin din Polresn Wonogirin yangn dalamn upayau penegakan hukumn 

tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan adau hambatannya, yaitu 

pertamau Faktor Personil Penegakn Hukumn Padau dasarnyau penegakan 

hukumn diperlukan personil yangn cukupn agar kinerjau dan penegakan 

hukumn lebihn maksimal, kurangnyau personil yangn menanganin tindakn 

pidanau pencurian dengan pemberatan, personil yangn terbatasn dan 

tidakn memilikin jumlahn ideal tentu sangatn berpengaruhn terhadapn 

tegaknyau suatu hukum. Yangn keduau Faktor Geografisn Lingkupn 

Wonogirin Selain kurangnyau personil dalamn menindakn tindakn 

pidanau pencurian, letakn geografisn Wonogirin yangn cukupn luasn 

menjadin tantangan tersendirin bagin Polresn Wonogiri. Karenau 

cangkupan lingkupn Wonogirin yangn luas, tentu kekurangan personil 

menjadikan geografisn Wonogirin faktor penghambatn dalamn penegakan 

hukumn tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan, meskipun Polresn 

Wonogirin dibantu Polsek-Polsekn yangn adau padau Sektor Kecamatan, 

namun personil din Polsekn jugau kurangn mencukupin untukn membantu 

penanganan ini, sehingau menjadikan permasalahan terhadapn penegakan 

hukum. 

 

2. Saran 

a. Bagin Kepolisian Republikn Indonesiau Khususnyau Polresn Wonogiri, 

untukn melakukan penambahan formasin personil padau Satuan Reserse 

Kriminal gunau mendapatkan personil yangn ideal dalamn melakukan 

penegakan hukumn pidanau termasukn penegakan hukumn terhadapn 

tindakn pidanau pencurian dengan pemberatan.  

b. Bagin masyarakat, untukn senantiasau menaatin peraturan hukumn dan 

jugau memberikan kepercayaan kepadau penagakn hukum, salingn 

mengawasin dan mengingatkan satu samau lain antarau penegakn hukumn 
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dan masyarakatn senantiasau menjagau hukumn tetapn tegakn terlaksanau 

dengan adil. 
 

 


